WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR -

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, TUNJANGAN KERJA DAERAH
HARI RAYA, GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN KERJA DAERAH KETIGA
BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ©

WALI KOTA BALIKPAPAN,

‘Menimbang B bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang g

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
~Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil,i ’
 Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisiari
. Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, d.':mi
~ Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negen

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia; Anggotai- .

Kepolisian Negara Republik Indonesu:l Pejabat - Negara |
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu
" menetapkan Peraturan Wah Kota tentang Tekn1§
- Pemberian Tunjangan Hari Raya, ’I‘unjangan Kerja{
Daerah Hari Raya, Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Kerja
Daerah - Ketiga Belas d1 Llngkungan Pemermtah Kota
Ballkpapan

_Mengingat" : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara
i - Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang' '

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 'I‘ahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tlngkat II d1
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);



|
|
|

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 :‘tentangi, '
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuvblik=
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahani
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)‘
sebagaimana telah diubah beberapa kali tera_kh1r¥ -
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang B
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 :
- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk‘
~ Indonesia Nomor 5679); ‘
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang

35 Tahun 2019 tentang Pemberian Gaji, Pens1un,z
atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota

B Kepolisian Negara Repubhk Indonesia, PeJabat
Negara, dan Penerima Pensiun atau TunJangan :

. (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 20 16

~ Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5888) sebagalmana telah: dlubah

-beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemenntahi ‘
Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atasi ,
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan "Ketiga".,
Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negaral
Republik Indonesia, Pe_]abat Negara, dan Penerima

~ Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Repubhks

Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahani -

'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348); %
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang

Pemberlanv Tunjangan ‘Hari Raya kepada Pegawai
- Negeri - Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

Anggota Kepolisian Negara Republik- IndonésiatJ
 Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerlma{‘
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indoneswi :

Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negarai
~ Republik Indonesia Nomor 6349); '

6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 31 Tahuni
2017 ‘tentang Pemberian Tambahan Penghasﬂar%
Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota

~ Balikpapan Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana{
telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan
Nomor. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun
2017 tentang  Pemberian Tambahan Penghasﬂan
Kepada Pegawal Negen Slpﬂ (Berita Daerah Kota
Bahkpapan Tahun 2018 Nomor 2);



. Monctapkan ~ : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN

31 : LrDalam Peraturan Wah Kota ini yang dlmaksud dengan
. 1. ‘Daerah adalah Kota Balikpapan. e G an
e 2.f‘.,7Pemer1ntah Daerah adalah Wali Kota sebaga1 unsur penyelenggara' ‘

MEMUTUSKAN

TUNJANGAN HARI RAYA TUNJANGAN KERJA DAERAH‘ . ’, -
- HARI RAYA, GAJL 'KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN e

| ‘ KERJA DAERAH KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN
o . PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN '

B - BABI n
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

o ‘Pemerlntahan Daerah yang memlmpm pelaksanaan urusan pemermtahan L

; ,;:-f; yang menjadl kewenangan Daerah otonorn Kota Bahkpapan
/3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan ‘

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya' d1singkat PNS adalah Pegawal_f

 Negeri Sipil Kota Balikpapan.

E “ 5 {:"}‘T‘Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya d1s1ngkat CPNS adalah Calon G

o Pegawal Negerl Slpll Kota Bahkpapan ey
- Pejabat Negara adalah Wah Kota dan Wakil Wah Kota Bahkpapan

-7Anggota Dewan Perwakilan Rakyat- Daerah adalah lepman / Anggota pre
5 '7,Dewan Perwakﬂan Rakyat: Daerah Kota Bahkpapan s S
. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. SR L

Tunjangan Ker_]a Daerah ‘adalah penghasﬂan tambahan yang dlberlkan.

o

4}1_'~kepada PNS yang penghltungannya menggunakan metode FES dan; ‘

- _ (5) PNS sebagalmana d1maksud pada ayat (2) tldak termasuk PNS:

S  perilaku kerja) dan diberikan berdasarkan disiplin kerja. : .
Gaj1 adalah hak . pegawai yang ‘diterima dan dmyatakan dalarn bentuk,

[':?fipembayarannya didasarkan atas capaian kinerja - (prestas,1 kexja dan |

- uang sebaga1 imbalan dari. pemben kerja kepada pegawa1 yang d1tetapkarf ot

peraturan perundang—undangan e

~ T © BaBI e e e
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, TUNJANGAN KERJA DAERAH HART
- RAYA, GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN KERJA DAERAH

- KETIGABELAS

Pasal 2

' Raya dan Gaji ketiga belas.

i  Daerah Hari Raya.

~dan dlbayarkan menurut suatu perjanjlan kerja kesepakatan atau - -

PNS CPNS Pejabat Negara dan Anggota DPRD d1ber1kan Tunjangan Har1 f e

 PNS diberikan Tunjangan Kelja Daerah ketlga belas dan TunJangan Ker_]a S

: j’v(3);.fCPNS diberikan ’I‘unjangan Kerja Daerah ketlga belas " R e 3,"
j?~~"(4) PNS sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tldak termasuk PNS yangf ', .

~ sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dltugaskan d1 luar
- instansi Pemerintah Daerah. : '

S an yang mengambﬂ masa pers1apan pensmn dan t1dak bekerja,



.

i send1r1

g yang berstatus sebaga1 pegawal t1t1pan d1 dalam dan di luar \5 .
- Pemerintah Daerah; * ‘ L
,k‘pmdah w11ayah kerja ke daerah lam ,

.‘iyang mengambll cuti diluar tanggungan negara

. yang mengamb11 cuti besar; :

fyang dlberhentlkan sementara, o :

ff},j'yang sedang melaksanakan tugas belajar; : i
.i'fyang izin belajar khusus dengan memnggalkan tugas, dan Ty
E yang - dlperbantukan di luar Pemermtah Daerah atas permmtaan-' o

Pasal 3

"?_"Tunjangan Harl Raya bagl PNS PeJabat Negara dan Anggota DPRDf o

sebagalmana dlmaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasﬂan :

L d1tanggung Pemerlntah Daerah

Ga_]l ketlga belas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dlberlkan*_ ~
f;f_sebesar penghasilan pada bulan Juni. : s S
Dalam hal penghasﬂan pada bulan‘ Juni- sebagalmana dlmaksud pada_g B
ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasﬂan yang seharusnya diterima
karena berubahnya penghasilan, ~ kepada | yang bersangkutan tetap[: ‘
‘d1ber1kan selisih kekurangan Gaji ketiga belas. i SR A
Gaji ketiga belas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mehput1 gajlj '

: ‘pokok tunjangan keluarga dan tunjangan Jabatan atau tunJangan umum.
,Gajl ketiga belas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tidak dlkenakan :
potongan iuran dan /atau potongan lam berdasarkan ketentuan peraturan S

. Ak (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Harl Raya yaltu bulan Apr11 ;,f‘ S
~ Tahun 2019. ~ i Sl » , :
/*:Tun_]angan Harl Raya bag1 CPNS sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2;
.-'}f‘ayat (1) ya1tu sebesar penghasﬂan 1 (satu) bulan pada 1 (satu) bulan

* sebelum Hari Raya yaitu bulan Mei Tahun 20 19 ‘ S
l ;Dalam hal penghasﬂan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan’[
Har1 Raya sebagalmana dimaksud pada ayat (1) belum dlbayarkan sebesari e .
_penghasﬂan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasﬂan
’f‘a;kepada yang bersangkutan tetap dlbenkan sel131h kekurangan tunjangan 5%
‘E*HarlRaya ‘ ' . R L
;»Tun_]angan Har1 Raya sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2)5,
‘ﬁf'mehpuu gajl pokok tun_]angan keluarga dan tunJangan Jabatan atau .
gfjftunjangan umum. T : LR - i L
Tunjangan Hari Raya sebagalmana dnnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) i
o tidak: d1kenakan potongan iuran dan/atau potongan laJn berdasarkan i
ketentuan peraturan perundang—undangan : : T N ‘ %
8 ‘TunJangan Hari Raya sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) -
“d1kenakan - pajak penghasﬂan sesuai ketentuan peraturan perundang—a',
",’,*undangan dan dltanggung Pemermtah Daerah : LA '

Pasal 4

perundang—undangan it S R R DR

' Gaji ketiga belas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlkenakan pajakv

penghasilan = sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan dan |



(1) -

| b. PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapari," Rumah Sakit

@

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA, TUNJANGAN KERJA: DAERAH HARI

o

o -(_2,)

)
e

:Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Gaji ketlga belas, Tunjangan

- Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) d1ber1kan
.-sesuai kemampuan Daerah.
j.TunJangan Kerja Daerah ketiga belas dan Tunjangan Kerja Daerah Hari,

“berikut: -

- Raya. e
Gaji ketlga belas sebagalmana d1maksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) =
“dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2019. -

2 ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2019.
‘Tunjangan Kerja Daerah Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

: Pasal 5 e
’I‘un_]angan Kerja Daerah ketiga belas dan Tunjangan Kerja Daerah Hari

Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) dlberlkan dengan ketentuan sebagal

a. Jabatan manajerial, fungsional tertentu, dan _]abatan pelaksana ;
7 “diberikan sebesar Tunjangan Kerja Daerah berdasarkan, d151p11n kerja;
~dan | o G ' |

‘Khusus Bersalin Sayang Ibu, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Un'itg -
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang menerima jaseJ ,
pelayanan/ kapitasi diberikan sebesar 65% (enam puluh lima persen)’

- dari Tunjangan Kerja Daerah berdasarkan disiplin kerj]a , : }

TunJangan Kerja Daerah ketiga belas dan Tunjangan Kelja Daerah Hari

Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan

iuran dan/atau potongan lain, kecuali dikenakan pajak penghasilan’
‘sesuai’ ketentuan peraturan perundang—undangan dan dltanggung ‘
' Pemermtah Daerah ' - :

BAB I

RAYA GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN KERJA DAERAH
KETIGA BELAS

Pasal 6
Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)' ;
d1bayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari ker_]a sebelum tanggal Han

Tunjangan Kerja Daerah ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

ayat (2) dlbayarkan pada bulan Mei Tahun 2019.

»BAB \Y
~ PENDANAAN

Pasal 7

Kerja Daerah ketiga Belas dan Tunjangan Kerja Daerah Hari Raya bersumber'

dari Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah



BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

: Peraturan Wah Kota ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan

- Agar setiap» Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
~ Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal 21 Mei 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd |

M. RIZAL EFFENDI

Diuridangkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Mei 2019
. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
: o td 5
“SAYID MN FADLI

- BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 15

: ~ Salinan sesuai dengan aslinya
- SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
SR KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP 19610806 990031004 :




